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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas mengenai pemberian bantuan hukum oleh

Posbakum dalam berperkara secara prodeo di Pengadilan Agama Padang, maka

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Layanan hukum yang diberikan oleh Posbakum berupa pemberian informasi,

konsultasi, advis dan pembuatan surat gugatan atau permohonan serta

pembuatan replik dan duplik yang dapat diberikan kepada penggugat atau

pemohon dan tergugat atau termohon. Informasi dan konsultasi berlaku untuk

umum, dapat diberikan kepada orang yang tidak mampu yang ingin

berperkara secara prodeo, dapat juga diberikan kepada orang yang mampu

yang akan berperkara secara biasa. Namun untuk advis hukum, pembuatan

gugatan dan permohonan, serta pembuatan replik dan duplik hanya diberikan

kepada masyarakat miskin dan buta hukum, ini merupakan bentuk pemberian

bantuan hukum secara prodeo dimana para pihak yang tidak mampu

dibebaskan dari biaya apapun. Jenis bantuan hukum yang diberikan oleh

Posbakum adalah :

a. Pemberian informasi, bentuk dari layanan informasi adalah pihak

Posbakum memberikan segala informasi baik mengenai persyaratan

untuk dapat menerima bantuan hukum dalam berperkara secara prodeo,
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maupunsegala hal yang berkaitan dengan perkara yang diajukannya ke

pengadilan, serta prosedur berperkara di Pengadilan Agama Padang.

b. Pemberian konsultasi, untuk layanan konsultasi dapat diberikan oleh

Posbakum sebelum pihak yang berperkara mendaftarkan perkaranya ke

Pengadilan Agama Padang. Posbakum terlebih dahulu memberikan

nasehat dan solusi dalam menyesaikan perkaranya.

c. Pemberian advis hukum, untuk advis hukum layanan yang diberikan oleh

Posbakum kurang lebih sama dengan layanan konsultasi, yaitu

memberikan nasehat, arahan, serta solusi kepada pihak yang berperkara

di Pengadilan Agama Padang.

d. Pembuatan surat gugatan/permohonan, untuk layanan pembuatan surat

gugatan/permohonan diberikan oleh Posbakum pada saat pihak yang

berperkara ingin mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Agama Padang.

Salah satu syarat pendaftaran perkara di Pengadilan Agama Padang

adalah membuat surat gugatan/permohonan.

e. Pembuatan replik dan duplik, Posbakum akan membantu pihak yang

berperkara untuk membuat surat jawaban dari gugatan penggugat, replik

dan duplik.

2. Pemberian bantuan hukum oleh Posbakum dalam berperkara secara prodeo

tidak selalu berjalan dengan lancar, tetapi juga terdapat berbagai kendala,

yaitu :

a. Pihak yang berperkara memberikan keterangan yang tidak sebenarnya

kepada Posbakum, karena keterangan ini Posbakum mengalami kesulitan
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dalam memberikan nasehat dan dalam pembuatan surat

gugatan/permohonan.

b. Dalam pembuatan replik dan duplik Posbakum tidak dapat hadir dalam

persidangan karena sidangnya tertutup, Posbakum hanya mendengar dari

pihak yang berperkara saja mengenai keterangan yang diberikannya

dalam persidangan. Hal ini menyebabkan Posbakum mengalami

kesulitan dalam pembuatan replik dan duplik.

c. Sedikitnya kuota yang diberikan untuk berperkara secara prodeo. Kuota

berperkara secara prodeo yang disediakan oleh Pengadilan Agama

Padang sesuai dengan banyaknya dana yang diberikan oleh

pemerintah.Apabila dana itu telah habis atau belum diberikan, maka

orang yang tidak mampu tidak dapat berperkara secara prodeo. Hal ini

tentu sangat berpengaruh terhadap pemberian bantuan hukum oleh

Posbakum, karena apabila tidak ada pihak yang berperkara secara

prodeo, maka bantuan hukum pun tidak dapat diberikan.

B. Saran

Adapun saran yang ingin peneliti sampaikan adalah :

1. Agar Posbakum mengarahkan pihak yang berperkara agar memberikan

keterangan yang sebenarnya untuk memudahkan Posbakum dalam

memberikan nasehat dan membuatkan surat gugatan/permohonan, serta

dalam pembuatan replik dan duplik.

2. Diharapkan pemerintah dapat meningkatkan dana yang diberikan kepada

Posbakum, agar Posbakum juga dapat menambah kuota pemberian

bantuan hukum, karena banyak dari orang-orang yang tidak mampu tidak
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mendapatkan bantuan hukum dalam berperkara secara prodeo

dikarenakan kuota yang disediakan oleh Pengadilan Agama telah habis.
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